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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   41A    TAHUN 2009
TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN (PNPM-MKP) PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANTUL
 TAHUN ANGGARAN 2009
BUPATI BANTUL,

	Menimbang  : 
	a. 
	bahwa guna kelancara pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP) pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bantul Tahun 2009, dipandang peru menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM); 



	
	b.  
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a  perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP) pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009; 



	Mengingat   : 
	1. 
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;



	
	2.
	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;


	
	3.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;



	
	4.
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



	
	5.
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 



	
	6.
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

	
	7.
	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



	
	8.
	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;



	
	9.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;


	Memperhatikan
	:
	Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor : SK. 36/KP3k/I/2008 tanggal 17 Nopember 2008 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP) Tahun Anggaran 2008.


MEMUTUSKAN :
	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Menunjuk  Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP) pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. 



	KEDUA
	:
	Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


	KETIGA
	:
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Program PNPM-MKP Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bantul.



	KEEMPAT
	
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal 
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada YTh. : 

1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;

2. Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta;

3. Direktur Jenderal P3K Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta;

4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;

6. Kepala Bappeda Kab. Bantul;

7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul;

8. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Bantul;

9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. bantul

10. Yang bersangkutan.
Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 
LAMPIRAN 
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR                 TAHUN 2009
TANGGAL 
TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN (PNPM-MKP) PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2009
SUSUNAN DAN PERSONALIA

	NO.
	Pengelola Dana 

Tugas Pembantuan
	Jabatan Dalam Dinas
	Keterangan

	1.
	Kuasa Pengguna Anggaran
	Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bantul
	Dra. Mursumartinah
NIP. 160 019 425

	2.
	Pejabat Pembuat Komitmen
	Staf Seksi Pengelola Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir  Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bantul
	Drs. Sudarmadji, SE
NIP. 490 021 977

	3.
	Bendahara Pengeluaran
	Staf Seksi Budidaya dan Pembenihan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bantul
	Suripto, STP
NIP. 010 157 176

	4.
	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)
	Kepala Tata Usaha UPT Balai Benih Ikan
	Yulianta, SP
NIP. 080 098 591


BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI 

